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RINGKASAN

Adzra Rana Azizah. Maret 2024. ANALISIS PEMENUHAN PRINSIP-
PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI
TERHADAP PENGUNGSI. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Pembimbing:
Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing
yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena
ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama,
kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang
berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya. Sampai saat
ini Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi 1951 atau Protokol 1967, dua
instrumen hukum internasional yang mengatur hak-hak dan kewajiban para
pengungsi dan negara-negara pihak dikarenakan alasan tidak mudahnya memenuhi
kewajiban-kewajiban negara pihak konvensi pengungsi dan akan membuka
peluang terjadinya bentuk kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia,
penyelundupan manusia, dan terorisme. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat
menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Secara
spesifik, kewajiban-kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban untuk
menyediakan sarana dan prasarana bagi para pengungsi. Sarana dan prasarana
tersebut mencakup tempat tinggal, makanan, pakaian, air bersih, sanitasi,
pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Kewajiban-kewajiban ini membutuhkan
biaya yang tidak sedikit, terutama bagi negara-negara berkembang seperti
Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia tidak memiliki kewajiban yang mengikat
untuk menampung pengungsi, Meskipun demikian, Indonesia memiliki dasar
ideologis dan idealisme tentang kemanusiaan yang mengikat untuk menampung
pengungsi. Dasar ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang membicarakan
tentang perdamaian dunia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan
yang adil dan beradab, menurut Pembukaan UUD 1945, termasuk kemanusiaan
bagi orang-orang yang bukan warga negara Indonesia. Indonesia terus memperkuat
landasan hukum perlindungan hak asasi manusia. Hal ini terlihat dari
diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Negeri, yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk melindungi kepentingan
warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum
dengan perwakilan negara asing di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut juga
ada disinggung tentang pengungsi dan pencari suaka. Undang-Undang tersebut
kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia, yang merupakan peraturan perundang-undangan pertama di
Indonesia yang secara khusus mengatur tentang hak asasi manusia. Undang-undang
ini mengamanatkan kepada pemerintah untuk melindungi dan menegakkan hak
asasi manusia di Indonesia. Beberapa tahun setelahnya Pemerintah Indonesia



menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan
Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan presiden ini mengatur tentang tata cara
penanganan pengungsi di Indonesia, termasuk pemberian suaka dan perlindungan
kepada pengungsi. Perpres ini merupakan kemajuan progresif karena menyebutkan
tugas negara untuk menyelamatkan, mengevakuasi, memantau, mendaftar, dan
mengakomodasi pengungsi. Namun, peraturan tersebut belum mengakomodasi hak
pengungsi pasca evakuasi, seperti tidak adanya peraturan yang mengatur batas
jangka waktu, hak untuk bersekolah dan mencari kerja. Sehingga banyak pencari
suaka dan pengungsi di Indonesia yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Harapan untuk kedepannya pemerintah bersedia mengkaji ulang peraturan ini untuk
memastikan adanya perlindungan hukum dan penyelenggaraan hak-hak dasar.
Upaya yang dapat dilakukan salah satunya ialah pemerintah menjalin kerja sama
dengan lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah (LSM) untuk
memperkuat kapasitas dalam menangani situasi pengungsi. Seperti menyediakan
program bimbingan belajar, beasiswa, dan sosialisasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan prinsip-
prinsip HAM dalam kebijakan luar negeri terhadap pengungsi di Indonesia dan
mengetahui bagaimana upaya yang dapat diambil pemerintah dan Lembaga terkait
untuk melindungi serta memenuhi prinsip-prinsip HAM terhadap pengungsi.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif atau penelitian kepustakaan berdasarkan perundang-undangan. Adapun
sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif. Tipe penelitian yang digunakan
yaitu kekaburan norma. Pendekatan yang dipakai, yaitu pendekatan perundang
undangan dan pendekatan sejarah hukum. Dan menggunakan bahan hukum sebagai
bahan penelitian sebagai sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan
sumber hukum tersier.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan prinsip-prinsip
Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kebijakan luar negeri terhadap pengungsi di
Indonesia, serta untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dapat diambil
pemerintah dan lembaga terkait untuk melindungi serta memenuhi prinsip-prinsip
HAM terhadap pengungsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian normatif, dengan menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui
hasil dari penelitian penulis dengan cara mendeskripsikannya.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, sampai saat ini
Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tetapi tetap
menerima pengungsi. Hal ini menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap hak
asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden
Nomor 125 Tahun 2016 untuk mengatur penanganan pengungsi. Namun, regulasi
ini dinilai masih belum mampu melindungi pengungsi secara efektif karena masih
umum dan kurang komprehensif. Kedua, dikeluarkannya Peraturan Presiden
Nomor 125 Tahun 2016 memungkinkan Indonesia untuk bekerja sama dengan
organisasi internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam
menangani pengungsi. Kerja sama ini diperlukan untuk menyelesaikan tantangan-
tantangan dalam penanganan pengungsi, seperti mengkaji ulang peraturan yang ada
untuk memastikan adanya perlindungan hukum dan penyelenggaraan hak-hak
dasar.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pengungsi, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun
2016
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